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ABSTRAK 

       Meningkatnya popularitas klinik kecantikan di era digital mendorong 

munculnya praktik medis ilegal yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung 

jawab. Fenomena salon kecantikan yang melampaui batas kewenangan usaha 

dengan menyelenggarakan layanan medis menjadi salah satu permasalahan serius 

yang perlu dikaji. Terungkapnya kasus di Sleman, dimana sebuah salon kecantikan 

melakukan tindakan medis penyuntikan filler yang dilakukan oleh Tenaga 

Kesehatan yang tidak memiliki kewenangan, menimbulkan pertanyaan. Dalam 

Undang-Undang Tenaga Kesehatan secara tegas menyatakan bahwa setiap Tenaga 

Kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) 

dan Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku. Berdasarkan hal tersebut muncul 

pertanyaan mengenai tindakan penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Resor 

Sleman kepada pelaku tindak pidana praktik medis ilegal yang menyebabkan 

kematian di Salon Kecantikan RD dan evaluasi metode pengawasan atas ketaatan 

hukum pelaku usaha salon kecantikan di wilayah Kabupaten Sleman.  

 Untuk menjawab masalah tersebut, peneliti menggunakan teori pemidanaan 

dan teori kebijakan kriminal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum 

empiris dengan penelitian lapangan.Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan dua alat, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi dengan 

berbagai pihak terkait dalam penelitian ini. Selanjutnya analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptis analisis.   

 Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukan bahwa upaya represif 

yang dilakukan Kepolisian Resor Sleman terhadap kasus praktik medis ilegal telah 

dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada dengan berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan dan telah sejalan dengan teori pemidanaan gabungan yang 

menggabungkan teori absolut dan teori relatif. Teori absolut diterapkan pada 

pengenaan pasal terhadap kedua pelaku sebagai balasan atas tindak pidana yang 

telah dilakukan, sedangkan Teori relatif diterapkan pada proses hukum yang 

memberikan efek jera dan mencegah agar tindak pidana tersebut tidak terjadi 

kembali di masa mendatang. Selain itu, Kepolisian Resor Sleman juga melakukan 

upaya peningkatan pengawasan melalui kebijakan hukum non penal berupa 

langkah pre-emtif dan preventif.  

Kata Kunci : Penanggulangan, Tindak Pidana, Salon Kecantikan, Kesehatan  

 

 

 

 

 



 

 

vi 

 

 

ABSTRACT  

The increasing popularity of beauty clinics in the digital age has led to the 

The emergence of illegal medical practices by irresponsible individuals. The 

phenomenon of beauty salons exceeding their business authority by providing 

medical services is a serious issue that requires examination. The uncovered case 

in Sleman, where a beauty salon performed filler injections by unauthorized health 

workers, raises questions. The Health Worker Law explicitly states that every health 

worker practicing must possess a valid Registration Certificate (STR) and Practice 

Permit (SIP). Based on this, questions arise regarding the Sleman City Police's 

response to the perpetrators of the illegal medical practice that resulted in the death 

at the RD Beauty Salon and the evaluation of oversight methods for law 

enforcement among beauty salon operators in Sleman Regency. 

To address these issues, the researcher utilized criminalization theory and 

criminal policy theory. This study employed empirical legal research methods with 

field research. Data collection techniques in this study utilized two tools: 

interviews, observation, and documentation with various stakeholders. 

Furthermore, the data analysis used in this study was descriptive. 

The results of this study indicate that the repressive efforts undertaken by 

the Sleman City Police in response to illegal medical practice cases were carried 

out in accordance with existing procedures, guided by statutory regulations, and in 

line with the combined theory of punishment, which combines absolute and relative 

theories. The absolute theory applies to the imposition of articles on the two 

perpetrators as retribution for the crimes committed, while the relative theory 

applies to the legal process, which provides a deterrent effect and prevents such 

crimes from reoccurring in the future. Furthermore, the Sleman City Police also 

implemented efforts to increase oversight through non-penal legal policies in the 

form of pre-emptive and preventive measures. 

Keywords: Prevention, Crime, Beauty Salon, Health 
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MOTTO 

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi 

rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang 

kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-

gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan” 

-Boy Candra- 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kesehatan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui sebagai 

hak yang melekat pada setiap individu sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat 

(1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak 

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan 

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain 

itu, negara berkewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau 

dan berkualitas bagi seluruh masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 ayat 

(3) Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan kewajiban tersebut, seharusnya 

pemberian layanan kesehatan diimbangi dengan Sumber Daya Manusia yang 

mampu memahami dan mengikuti semua aturan hukum yang saat ini berlaku di 

Negara Indonesia yaitu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.  

Sekilas, istilah mengenai Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terdengar 

serupa, karena sama-sama menjalankan profesi di bidang kesehatan. Namun, dalam 

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 

menyebutkan bahwa Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri 

dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan 

keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang 

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Lebih lanjut, dalam 

Pasal 1 angka 7 menerangkan Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang 

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, 
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pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu 

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.  

Jika ditelaah lebih jauh, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada dasarnya 

memiliki keasamaan, yaitu sama-sama menggunakan keahlian yang dimiliki untuk 

melaksanakan upaya kesehatan. Meskipun demikian, keduanya memiliki 

perbedaan utama dalam hal kualifikasi pendidikan yang harus ditempuh. Tenaga 

Medis wajib menyelesaikan pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi 

sebelum menjalankan praktik, serta memiliki kewenangan untuk melakukan 

tindakan medis, termasuk intervensi teknis maupun pembedahan pada tubuh 

manusia. Sementara itu, Tenaga Kesehatan harus menempuh pendidikan tinggi di 

bidang kesehatan, namun tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi 

medis secara langsung. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Kesehatan, 

Tenaga Kesehatan memiliki beberapa jenis antara lain: tenaga medis, gizi, 

kebidanan, kefarmasian, keterapian fisik, kesehatan tradisional, keperawatan, 

psikologi klinis, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, keteknisan medis, 

dan tenaga kesehatan lain.1  

Meskipun terdapat perbedaan pendidikan antara Tenaga Medis dan Tenaga 

Kesehatan, dalam menjalankan praktik keduanya wajib memiliki Surat Tanda 

Registrasi yang selanjutnya disebut STR dan Surat Izin Praktik yang selanjutnya 

disebut SIP untuk mencegah adanya praktik ilegal yang dilakukan oleh pihak yang 

tidak berwenang atau tidak memiliki kompetensi yang memadai.  STR merupakan 

 
1 Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 198 ayat (1) dan Pasal 199 

ayat (1). 
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bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang 

telah diregistrasi sedangkan SIP merupakan bukti tertulis yang diberikan kepada 

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk 

menjalankan praktik.2  

Kewajiban bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk memiliki STR 

dan SIP dalam menjalankan praktik tidak menutup kemungkinan bahwa praktik 

ilegal tetap dapat dilakukan oleh seorang Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang 

masa berlaku STR dan SIP nya telah berakhir. Sebagaimana diatur dalam Pasal 313 

Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap 

Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan praktik sebagai Tenaga 

Medis atau Tenaga Kesehatan tanpa memiliki STR dan/atau SIP dikenai sanksi 

administratif berupa denda administratif. Hal ini menunjukan, bahwa izin tersebut 

merupakan syarat mutlak bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk 

menjalankan profesinya secara sah. Tanpa izin tersebut, maka praktik yang 

dilakukan dianggap melanggar hukum.  

Di era digital ini, minat masyarakat untuk membuka usaha meningkat secara 

signifikan.3 Dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha ini, pemerintah telah 

menyediakan berbagai jenis izin usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat, salah satunya adalah izin usaha dibidang kesehatan, misalnya izin 

usaha apotek, izin usaha layanan asuransi kesehatan, izin usaha klinik gigi, dan izin 

 
2 Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 1 angka 28 dan Pasal 1 

angka 29. 
3 Eqqi Syahputra, “Anak Muda Indonesia Lebih Minat Jadi Pebisnis & Investor”, 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20230214151906-4-413742/anak-muda-indonesia-lebih-

minat-jadi-pebisnis-investor, diakses pada 12 Januari 2026. 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20230214151906-4-413742/anak-muda-indonesia-lebih-minat-jadi-pebisnis-investor
https://www.cnbcindonesia.com/news/20230214151906-4-413742/anak-muda-indonesia-lebih-minat-jadi-pebisnis-investor
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usaha klinik kecantikan.4 Saat ini, klinik kecantikan merupakan salah satu layanan 

medis yang sangat digemari oleh masyarakat baik pria maupun wanita. Tercatat 

bahwa hampir 60% klinik kecantikan mengantongi izin usaha dalam kurun waktu 

2020-2025.5 Hal tersebut menunjukan bahwa saat ini, pandangan mengenai 

pentingnya merawat dan mempercantik tubuh dalam memenuhi konsep kecantikan 

terus-menerus digencarkan melalui beberapa media sosial. Keadaan tersebut 

menjadikan masalah kecantikan sebagai salah satu kebutuhan pokok yang harus 

dipenuhi.6  

Disamping meningkatnya usaha klinik kecantikan, masih terdapat  beberapa 

masyarakat yang belum sepenuhnya memahami perbedaan mendasar antara klinik 

kecantikan dan salon kecantikan. Klinik kecantikan merupakan tempat untuk 

membantu masyarakat dalam meningkatkan dan memperbaiki penampilan wajah 

dengan pendekatan medis, biasanya perawatan yang ditawarkan mulai dari laser, 

filler, chemical peeling, infus vitamin c, dsb.7 Sedangkan salon kecantikan 

merupakan tempat untuk memberikan pelayanan jasa yang sifatnya non medis 

seperti, haircut, facial, creambath, dsb.8  

 
4 Diah Ayu Saputri, “Penyalahgunaan Izin Salon Kecantikan Menjadi Klinik Kecantikan,” 

Uniska Law Review, Vol. 2:1 (April 2021), hlm. 184. 
5 SIP Law Firm, “Bagaimana Sistem Hukum Indonesia Mengatur Standar Klinik 

Kecantikan yang Beroperasonali di Indonesia?,” https://siplawfirm.id/bagaimana-sistem-hukum-

indonesia-mengatur-standar-klinik-kecantikan/?lang=id diakses pada 13 Januari 2026.  
6 Rani Apriyani, Candra Hayatul Iman, Rahmi Zubaedah, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha 

Terhadap Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan Ilegal Di Karawang,” Jurnal IUS Kajian 

Hukum dan Keadilan, Vol. 7:2 (Agustus 2019) hlm. 250. 
7Fadhli Rizal Makarim, “Klinik Kecantikan: Tujuan, Jenis, dan Prosedur,” 

https://www.halodoc.com/artikel/klinik-kecantikan-tujuan-jenis-dan-

prosedur?srsltid=AfmBOoqn3IuRJ7BSHEE4xl2ROaawSS3rWtrZQkWpJaZKlJLVQhfq_RJw 

diakses pada 11 November 2025 
8Nadia Hulaimi, “Pengertian, Fungsi Dan Tujuan Serta Tipe Salon Kecantikan,” 

https://dinaacademy.co.id/artikel/pengertian-salon-kecantikan/ diakses pada 11 November 2025 

https://siplawfirm.id/bagaimana-sistem-hukum-indonesia-mengatur-standar-klinik-kecantikan/?lang=id
https://siplawfirm.id/bagaimana-sistem-hukum-indonesia-mengatur-standar-klinik-kecantikan/?lang=id
https://www.halodoc.com/artikel/klinik-kecantikan-tujuan-jenis-dan-prosedur?srsltid=AfmBOoqn3IuRJ7BSHEE4xl2ROaawSS3rWtrZQkWpJaZKlJLVQhfq_RJw
https://www.halodoc.com/artikel/klinik-kecantikan-tujuan-jenis-dan-prosedur?srsltid=AfmBOoqn3IuRJ7BSHEE4xl2ROaawSS3rWtrZQkWpJaZKlJLVQhfq_RJw
https://dinaacademy.co.id/artikel/pengertian-salon-kecantikan/
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Meningkatnya popularitas klinik kecantikan di era digital ini, menimbulkan 

sisi negatif yang juga harus diperhatikan dan diwaspadai oleh masyarakat, salah 

satunya yaitu salon kecantikan yang memanfaatkan popularitas ini dengan 

membuka salon dan beroperasi layaknya klinik kecantikan tanpa memiliki izin 

usaha sebagai klinik demi mendapatkan keuntungan pribadi yang dapat 

menimbulkan dampak buruk bagi keselamatan pasien. Praktik-praktik tersebut 

meliputi penggunaan bahan kimia berbahaya yang tidak memiliki izin edar dari 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Produk-produk ini sering kali dijual 

dengan harga murah dan diklaim memberikan hasil instan tanpa memperhatikan 

efek samping atau dampak yang akan dialami oleh konsumen. Selain itu, tindakan 

medis seperti suntik botox atau filler sering kali dilakukan oleh pihak yang tidak 

memiliki latar belakang medis, sehingga meningkatkan resiko komplikasi serius 

terhadap konsumen seperti infeksi, kerusakan jaringan, kelumpuhan otot wajah 

bahkan hingga kematian.9 

Merespon kewaspadaan tersebut, aparatur penegak hukum melakukan 

pengawasan dan pencegahan dengan tindakan inspeksi mendadak di salon-salon 

kecantikan. Namun, upaya pengawasan tersebut belum berjalan secara maksimal, 

hal ini tercermin dari masih terdapat temuan praktik dan produk kecantikan ilegal 

di lapangan sebelum adanya penindakan hukum. Data BPOM menunjukan pada 

awal tahun 2025 terdapat 4.334 item kosmetik ilegal dengan total 205.133 pieces 

 
9 Chyntia Aurellia dan Ade Adhari, “Praktik Kecantikan Tanpa Izin Sebagai Tindak Pidana: 

Upaya Hukum Dalam Pemulihan Kerugian Korban,” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9:3 (2025) Hlm. 773. 
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yang ditemukan baik di klinik ataupun salon kecantikan,10 yang mana keseluruhan 

item tersebut mengandung bahan berbahaya. Salah satu kasus yang menjadi 

cerminan atas lemahnya pengawasan yang dilakukan adalah kasus yang telah 

diputus pada Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2024/PN Smn dan 389/Pid.Sus/2024/PN 

Smn. Kasus tersebut melibatkan individu yang memiliki latar belakang Tenaga 

Kesehatan tetapi STR dan SIP yang dimilikinya sudah tidak berlaku. Individu 

tersebut melakukan tindakan medis terhadap korban yaitu suntik filler berbahan 

silikon di salon kecantikan “RD”. Dalam insiden tersebut korban mengalami 

kejang-kejang yang kemudian berujung pada kematian. Setelah dilakukan 

penyelidikan awal oleh pihak kepolisian, diketahui bahwa salon kecantikan tersebut 

tidak memiliki izin operasional yang sah dan tidak memiliki hak untuk melakukan 

berbagai praktik yang sifatnya medis. Selain itu, filler yang digunakan tidak 

memiliki izin edar dari BPOM.  

Adanya data dan kasus tersebut menunjukan lemahnya sistem pengawasan 

oleh aparat penegak hukum, khususnya terhadap praktik pelayanan kesehatan di 

sektor kecantikan. Kondisi ini menjadi serius ketika penanggulangan baru 

dilakukan secara masif setelah diketahui adanya korban yang kehilangan nyawa, 

yang pada dasarnya merupakan akibat dari lemahnya pengawasan dan penegakan 

hukum sebelumnya.  

 
10 Nabilah Muhamad, “BPOM Temukan 91 Merek Kosmetik Ilegal, Terbanyak Tanpa Izin 

Edar,” https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/67bbe427f179c/bpom-temukan-91-

merek-kosmetik-ilegal-terbanyak-tanpa-izin-edar, diakses pada 13 Januari 2026. 

https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/67bbe427f179c/bpom-temukan-91-merek-kosmetik-ilegal-terbanyak-tanpa-izin-edar
https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/67bbe427f179c/bpom-temukan-91-merek-kosmetik-ilegal-terbanyak-tanpa-izin-edar
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Selain itu, tindakan dalam kasus tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak 

bewenang, sehingga menunjukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perizinan 

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, peneliti ingin 

memperoleh gambaran yang jelas mengenai penanggulangan yang dilakukan 

kepolisian dalam menegakkan dan melindungi masyarakat. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana tindakan penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Resor 

Sleman kepada pelaku tindak pidana praktik medis ilegal yang 

menyebabkan kematian di Salon Kecantikan RD ?  

2. Bagaimana pihak Kepolisian Resor Sleman mengevaluasi metode 

pengawasan atas ketaatan hukum para pelaku usaha salon kecantikan untuk 

mencegah terjadinya tindak pidana praktik medis ilegal di wilayah Sleman?   

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui tindakan penanggulangan yang dilakukan 

Kepolisian Resor Sleman kepada pelaku tindak pidana praktik medis 

ilegal yang menyebabkan kematian di Salon Kecantikan RD.  

b. Untuk mengetahui cara Kepolisian Resor Sleman dalam 

mengevaluasi metode pengawasan atas ketaatan hukum para pelaku 
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usaha salon kecantikan untuk mencegah terjadinya tindak pidana 

praktik medis ilegal di wilayah Sleman.  

2. Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak baik 

secara teoritis maupun praktis sebagai berikut : 

a. Kegunaan Teoritis  

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam 

hukum kesehatan terkait penegakan hukum dalam tindak pidana 

praktik medis ilegal yang menyebabkan kematian di salon 

kecantikan beserta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

pengawasan dan pencegahan terhadap praktik medis ilegal di salon 

kecantikan.  

b. Kegunaan Praktis  

1) Dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan 

dengan hukum kesehatan dalam kasus pidana terkhusus dalam 

kasus praktik medis ilegal yang menyebabkan kematian di salon 

kecantikan.  

2) Dapat menjadi bahan acuan dalam memperkuat pengawasan, 

kebijakan, dan penegakan hukum terhadap praktik medis ilegal 

di salon kecantikan, sehingga dapat meminimalkan risiko yang 

akan dialami oleh masyarakat.  
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D. Telaah Pustaka  

Telaah Pustaka merupakan suatu bentuk kajian terhadap penelitian yang dilakukan 

dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, hal ini bertujuan guna mendapatkan 

bahan perbandingan dan sebagai sumber inspirasi pada penelitian selanjutnya serta 

untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. 

Setelah dilakukan penelusuran dari berbagai literatur terkait dengan tema praktik 

medis ilegal, ditemukan beberapa karya tulis hasil penelitian yang memiliki 

keterkaitan dengan tema tersebut, namun tidak secara spesifik mengenai praktik 

medis ilegal di salon kecantikan yang menyebabkan kematian.  

Adapun karya-karya tersebut antara lain: pertama, skripsi yang ditulis oleh 

Wira Sundoko dengan judul “Analisis Hukum Bagi Praktik Salon Kecantikan Yang 

Tidak Dijalankan oleh Tenaga Kesehatan Profesional”. Dalam penelitian ini 

bertujuan untuk membahas terkait pengaturan hukum, perlindungan hukum serta 

pertanggungjawaban hukum terhadap praktik salon kecantikan yang tidak 

dijalankan oleh Tenaga Kesehatan profesional. Hasil penelitian tersebut 

mengatakan bahwa   pengaturan hukum terhadap hal tersebut berkaitan dengan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, serta Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk perlindungan hukum terhadap pasien 

sendiri tergantung pada dasar saat memulai transaksi yang artinya transaksi tersebut 

dilakukan atas dasar kesetaraan kedua belah pihak agar meminimalisir terjadinya 

tindakan yang disengaja. Berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum yang 

diberikan adalah sanksi berupa hukuman perdata, pidana maupun undang-undang 
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kesehatan yang berkaitan.11 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

empiris dengan penelitian lapangan. Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada kompleksitas kasus yang 

akan dianalisis. Dalam kasus yang akan penulis teliti ini, praktik medis ilegal 

dilakukan oleh Tenaga Kesehatan profesi perawat yang masa berlaku SIP dan 

STRnya sudah berakhir, selain itu juga tidak dijelaskan terkait standar 

profesionalitas dari pelaku yang melakukan praktik medis ilegal tersebut serta fakta 

bahwa salon kecantikan tersebut melakukan tindakan medis tanpa memiliki izin 

yang sah. 

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Bagoes Prasetya Aribawa dengan judul 

“Penindakan Terhadap Dokter Praktik Tanpa Memiliki Surat Izin Praktik (Studi 

Kasus di Dinas Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pasuruan)”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penindakan terhadap 

dokter yang tidak memiliki surat izin praktik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 

Pasuruan Dan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pasuruan dan ditemukanlah 

jawaban bahwa penindakan terhadap dokter yang melakukan praktik tanpa 

memiliki surat izin praktik adalah dengan melakukan pembinaan secara intern oleh 

Dinas Kesehatan, teguran secara lisan dan tertulis, dsb. Dalam penelitian ini 

dijelaskan pula apabila pada kasus yang hanya termasuk malpraktik etik maka 

dokter tidak akan ditangani oleh pengadilan melainkan cukup oleh Majelis 

Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui 

 
11 Wira Sundoko, “Analisis Hukum Bagi Praktik Salon Kecantikan Yang Tidak Dijalankan 

Oleh Tenaga Kesehatan Professional,” Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan 

Panca Budi Medan, 2022.  
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apasaja kendala yang terjadi dalam penindakan terhadap dokter yang melakukan 

praktik tanpa memiliki surat izin praktik dan dikemukakanlah jawaban bahwasanya 

kendala yang terjadi adalah dokter yang bersangkutan tidak menghiraukan 

pembinaan dari organisasi profesi, waktu yang berbenturan, dsb.12  Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan metode empiris dengan pendekatan undang-

undang (statute approach). Adapun perbedaan jurnal tersebut dengan skripsi yang 

akan penulis teliti terletak pada sisi penegakan hukum serta ancaman hukumannya. 

Dalam penelitian penulis, yang bertindak bukanlah MKEK namun kepolisian yang 

akan mencari pembuktian terkait penyebab kematian dari pasien praktik medis 

ilegal tersebut. 

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Rani Apriani dengan judul “Perlindungan 

Hukum Terhadap Konsumen dari Praktik Klinik Kecantikan Ilegal di Karawang”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum 

terhadap konsumen dari praktik klinik kecantikan ilegal di Karawang dan hal 

tersebut terjawab bahwasanya perlindungan hukum dapat diwujudkan dengan 

pemberian hak untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha dan hak atas 

penyelesaian hukum yang patut, baik melalui Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) atau peradilan umum apabila pelaku usaha tidak bersedia untuk 

melakukan ganti rugi.13 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

kualitatif yang dianalisis secara deskriptif. Penelitian terdahulu tersebut berbeda 

 
12 Bagoes Prasetya Aribawa, “Penindakan Terhadap Dokter Praktik Tanpa Memiliki Surat 

Izin Praktik (Studi di Dinas Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Pasuruan),” 

Brawijaya Law Student Journal, (Februari 2014). 
13 Rani Apriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Praktik Klinik 

Kecantikan Ilegal di Karawang,” Yurispruden, Vol 2:1 (Januari 2019). 
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dengan penelitian yang akan penulis teliti dimana penulis lebih memfokuskan pada 

aspek penegakan hukum pidana terhadap pelaku praktik medis ilegal, khususnya 

ketika tindakan tersebut menyebabkan kematian pasien. Fokus penelitian pada 

skripsi ini bukan lagi pada perlindungan konsumen, tetapi pada 

pertanggungjawaban pidana Tenaga Kesehatan yang melakukan praktik di luar 

kewenangannya dengan STR dan SIP yang sudah tidak berlaku, serta tindakan yang 

dilakukan di salon kecantikan tanpa izin resmi. Dengan demikian, penelitian ini 

mengkaji lebih dalam mengenai penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Resor 

Sleman serta konsekuensi hukum pidana, unsur tindak pidana, dan penerapan pasal-

pasal dalam peraturan perundang-undangan.  

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Anis Fittria dengan judul 

“Pertanggungjawaban Pidana (Mas’uliyah Al-Jinayah) Dalam Malapraktik Dokter 

di Klinik Kecantikan”. Fokus penelitian pada jurnal ini adalah untuk menganalisis 

bagaimana hukum islam memandang malpraktik dokter di klinik kecantikan dan 

didapati jawaban bahwasanya kasus malpraktik dokter di klinik kecantikan apabila 

tidak memenuhi syarat-syarat penghapusan pertanggungjawaban bagi dokter maka 

dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum (jarimah ta’zir) dan tindakan 

pelaku termasuk kategori penganiayaan tidak disengaja, dalam hal ini pelaku harus 

bertanggungjawab dan membayar denda (diyat) atas kerugian akibat dari tindakan 

malpraktik dokter kecantikan yang menyebabkan cacat atau kematian terhadap 

pasiennya.14 Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) 

 
14 Anis Fittria, “Pertanggung Jawaban Pidana (Mas’uliyah Al-Jinayah) Dalam Malapraktik 

Dokter Di Klinik Kecantikan,” Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol 7:1 (2022). 
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yang bersifat normatif dan menggunakan analisis kualitatif. Perbedaan dengan 

penelitian yang akan penulis teliti terletak pada pedoman penelitiannya, dimana 

pedoman yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah pendekatan hukum islam 

sedangkan dalam penelitian yang akan penulis teliti menggunakan pendekatan 

peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum positif di Indonesia.   

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Pemidanaan  

Pemidanaan di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses 

untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada seseorang yang telah 

melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pada umumnya, teori 

pemidanaan dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan besar, yaitu teori 

absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien), teori relatif atau teori 

tujuan (doel theorien), dan teori gabungan (verenigings theorien). Namun, 

dalam hal ini peneliti lebih relevan menggunakan pendekatan teori 

gabungan sebagai pisau analisis pada kasus tindak pidana praktik medis 

ilegal yang menyebabkan kematian di salon kecantikan.  

 Teori gabungan merupakan kombinasi dari teori absolut dan teori 

relatif. Teori gabungan memaknai tujuan pidana tidak hanya membalas 

kesalahan penjahat tetapi juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat 

dengan mewujudkan ketertiban.15Artinya penjatuhan pidana beralasan 

pada dua alasan yaitu sebagai pembalasan dan sebagai ketertiban bagi 

 
15 Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana,” Jurnal Ilmu Hukum, (2011) hlm. 

73. 
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masyarakat. Kedua teori tersebut (teori absolut dan teori relatif) menjadi 

dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut 

memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:16 

a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena 

dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti 

yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang 

melaksanakan.  

b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan 

karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat; 

kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki 

masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit 

dilaksanakan. 

Meskipun terdapat perbedaan mengenai tujuan pemidanaan, namun 

satu hal yang pasti yaitu pidana berfungsi sebagai sarana untuk mencegah 

terjadinya tindak pidana sekaligus memperbaiki perilaku pelaku tindak 

pidana. Begitu pula dengan pidana penjara yang bertujuan untuk 

memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna bagi 

masyarakat.  

Adapun teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan 

besar, yaitu :17 

 
16 Ibid. 
17 Dafit Supriyanto Daris Warsito, “Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Penyalahguna Narkotika, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1:1 (2018), hlm. 38. 
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a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 

pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan 

cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat; 

b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 

masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh 

lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana  

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap 

gagasan teori absolut maupun unsur-unsur positif dari kedua teori tersebut 

yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha 

untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan 

memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan 

kekurangan dari teori absolut . 

2. Teori Kebijakan Kriminal   

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kebijakan berasal dari kata 

dasar bijak, yang berarti selalu menggunakan akal budinya, pandai, mahir.18 

Dalam ilmu hukum, istilah kebijakan sering digunakan sebagai istilah 

kebijakan hukum, yaitu suatu konsep yang berkaitan dengan proses 

pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara yang tidak semata-

mata berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek kebijaksanaan dan rasa 

keadilan.  

 
18 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada 26 Oktober 2025. 



16 

 

 

 

Kebijakan kriminal merupakan terjemahan dari criminal policy. 

Menurut Muladi, kebijakan kriminal adalah usaha rasional dan 

terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.19 

Usaha rasional di sini bermakna melakukan pilihan tentang cara yang 

dianggap paling tepat untuk menanggulangi kejahatan. Itu berarti cara atau 

sarana yang dapat dipakai tidak hanya dengan penggunaan hukum pidana 

(penal), tetapi juga sarana lain non hukum pidana (non penal) yang 

dianggap terbaik dan yang paling fungsional untuk menanggulangi 

kejahatan,20 misalnya dengan penyuluhan hukum, penyehatan mental 

masyarakat, pembaruan hukum, dsb.21 

Kebijakan kriminal pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara 

represif maupun pereventif, usaha pereventif dapat dilakukan dengan 

pencegahan tanpa memidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat 

terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa. Sedangkan 

upaya represif dilakukan dengan menerapkan hukum pidana meskipun hal 

ini juga dianggap sebagai upaya prevensi umum. Upaya preventif dapat 

dikategorikan juga sebagai upaya non penal karena tanpa melibatkan 

hukum pidana, sedangkan upaya represif dikategorikan sebagai upaya 

penal karena melibatkan hukum pidana sebagai sarananya.22 

 
19 M. Ali Zaidan, “Kebijakan Kriminal,” (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016) hlm. 262. 
20 M. Sholehuddin, “Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum yang Terkait dengan 

Mal Public Administration” Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 3:1 (2012). Hlm. 8. 
21 M. Ali Zaidan, Kebijakan….., hlm. 262.  
22 Randy Pradityo, “ Relasi Kebijakan Kriminal dan Hak Asasi Manusia dalam Upaya 

Penanggulangan Kejahatan,” Jurnal Prosidang Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas 

Islam Indonesia, Vol.2:4 (2024) Hlm. 70. 
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F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian hukum 

empiris (empirical legal research) dengan cara penelitian lapangan 

(field research). Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku 

serta apa yang terjadi dalam kenyataanya dalam masyarakat.23 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menemukan fakta-fakta yang 

akan dijadikan data penelitian, yang kemudian data tersebut dianalisis 

untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada 

penyelesaian masalah. Dengan dilakukannya penelitian langsung ke 

lapangan, maka akan didapatkan data yang konkret. Dalam penelitian 

ini peneliti ingin mendapatkan Gambaran lebih mendalam mengenai 

penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Resor Sleman kepada 

pelaku tindak pidana praktik medis ilegal di Salon Kecantikan RD dan 

upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengawasan serta 

pencegahan terhadap tindak pidana tersebut.  

2. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analisis. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan 

pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan 

tentang status terakhir subjek penelitian, yang merupakan metode 

 
23 Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum,” (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 

80. 
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penelitian faktual tentang status sekelompok orang, suatu objek, suatu 

keadaan, sistem pemikiran, atau peristiwa dalam saat ini dengan 

interpretasi yang benar.24 Sedangkan yang dimaksut penelitian analisis 

adalah penelitian yang melibatkan proses menganalisis data yang telah 

dikumpulkan untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam 

penelitian ini, sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara 

jelas dan menyeluruh mengenai proses hukum yang dilakukan oleh 

Kepolisian Resor Sleman terhadap tindak pidana praktik medis ilegal 

yang menyebabkan kematian. Sementara sifat analitis digunakan 

digunakan untuk mengkaji lebih dalam efektivitas proses hukum 

tersebut menggunakan teori pemidanaan serta upaya yang dapat 

dilakukan kepolisian dalam meningkatkan pengawasan dan pencegahan 

praktik medis ilegal di salon kecantikan.  

3. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Pendekatan 

undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan 

regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang 

ditangani.25 Pendekatan ini mempelajari adakah konsistensi dan 

kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya 

atau antara undang-undang dengan UUD 1945 atau antara undang-

 
24 http://repository.stei.ac.id/7936/8/BAB%203.pdf diakses pada 07 Februari 2025. 
25 Bachtiar, “Metode Penelitian Hukum,” (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 

hlm. 82 

http://repository.stei.ac.id/7936/8/BAB%203.pdf
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undang dengan regulasi.26 Dalam penelitian ini Undang-Undang No 17 

Tahun 2023 tentang Kesehatan memiliki keterkaitan dengan isu hukum 

atau topik pembahasan dalam penelitian ini yaitu sebagai alat penegak 

hukum. 

4. Sumber data  

a. Data Primer  

Bahan hukum primer adalah bahan yang didapatkan secara langsung 

melalui metode wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resor 

Sleman yaitu Bapak AR selaku PS Kanit 3 Satreskrim Polresta 

Sleman pada tanggal 01 Oktober 2025 sebagai pihak yang terlibat 

langsung dalam tahap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 

praktik medis ilegal yang menyebabkan kematian.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data 

primer seperti peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :  

1) Bahan Hukum Primer  

Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan 

berupa:  

a) Undang-Undang Dasar 1945; 

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana; 

 
26 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum Edisi Revisi,” (Jakarta: Kencana, 2005), 

hlm. 133. 
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c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana. 

d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan. 

e) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia  Nomor 

6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. 

2) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh 

melalui bahan dokumen seperti buku, laporan, artikel, jurnal, 

hasil-hasil penelitian terdahulu dan bahan lainnya yang 

memiliki keterkaitan dengan pokok pembahasan dalam 

penelitian ini.  

3) Bahan Hukum Tersier 

 Bahan hukum tersier yang akan peneliti gunakan terdiri dari 

ensiklopedi seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia atau 

sumber lain yang dapat diakses melalui internet sebagai bahan 

non hukum yang cukup membantu dalam proses analisis 

terhadap pembahasan.  

5. Metode Pengumpulan Data  

Metode Pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan 

penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan 2 (dua) 

pengumpulan data, yakni :  
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a. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara peneliti 

dengan narasumber. Informasi yang dipertukarkan melalui tanya 

jawab tersebut merupakan tanya jawab atau dialog yang tersusun 

secara sistematis. Dalam kegiatan wawancara, peneliti 

menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber untuk 

dapat menjawab, menggali jawaban lebih dalam, dan mencatat 

jawaban tersebut. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik yang memanfaatkan dokumen 

tertulis, foto, rekaman video, atau arsip lain yang sudah ada dan 

berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana 

praktik medis ilegal, seperti rekam medis pasien yang menjadi 

korban praktik medis ilegal, Surat Izin Praktik Tenaga Medis, Bukti 

visual tentang peralatan medis yang digunakan dan lain sebagainya.  

6. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan memperoleh dan 

mempelajari data yang akan dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti 

akan melakukan penelitian di Kepolisian Resor Sleman. Pemilihan 

lokasi ini dikarenakan instansi tersebut merupakan pihak yang terlibat 

langsung dalam tahap penyelidikan dan penyidikan praktik medis ilegal 

yang menyebabkan kematian di Salon Kecantikan RD. Oleh karenanya, 
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penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penanggulangan 

kepada para pelaku yang dilakukan oleh instansi tersebut.  

7. Metode Analisis Data  

Metode analisis data merupakan proses analisis terhadap data-data yang 

telah dikumpulkan, yang mana hasil analisis tersebut digunakan untuk 

menjawab permasalahan pada penelitian. Metode analisis data yang 

akan peneliti gunakan adalah metode analisis kualitatif. Metode ini 

dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tertata 

sehingga adanya penarikan kesimpulan.27 Metode ini lebih menekankan 

hasil analisis pada penyimpulan induktif-deduktif disertasi analisis 

terhadap hubungan antar fenomena yang diamati menggunakan logika 

ilmiah. Tujuan penelitian kualitatif adalah guna memperoleh gambaran 

secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta 

hubungan antara fenomena yang diselidiki.  

Dalam penelitian ini, metode analisis kualitatif digunakan untuk 

menganalisis tindakan penanggulangan yang dilakukan Kepolisian 

Resor Sleman terhadap tindak pidana praktik medis ilegal yang 

menyebabkan kematian di salon kecantikan RD. Selain itu, metode ini 

juga digunakan untuk mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan 

kepolisian dalam memperbaiki pengawasan dan pencegahan terhadap 

 
27 Syafrida Hafni Sahir, “Metodelogi Penelitian,” (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), 

hlm. 48. 
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praktik medis ilegal dengan menghubungkan antara data empiris yang 

diperoleh di lapangan dan ketentuan hukum yang berlaku.  

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Praktik Medis 

Ilegal Yang Menyebabkan Kematian di Kepolisian Resor Sleman”, sistematika 

penulisan yang akan digunakan terbagi menjadi beberapa bab yang tersusun 

sebagai berikut:  

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.  

Bab kedua, yakni tinjauan umum mengenai tindak pidana praktik medis 

ilegal. Dalam bab ini akan terbagi menjadi 4 sub bab pembahasan. Sub bab 

pertama menjelaskan mengenai tindak pidana praktik medis ilegal, sub bab 

kedua menjelaskan mengenai salon kecantikan dan klinik kecantikan, sub bab 

ketiga menjelaskan mengenai teori pemidanaan, dan sub bab keempat 

menjelaskan mengenai teori kebijakan kriminal.  

Bab ketiga akan membahas mengenai gambaran umum penanggulangan 

tindak pidana praktik medis ilegal di Kepolisan Resor Kota Sleman. Dalam bab 

ini akan terbagi menjadi 2 sub bab pembahasan. Sub bab menjelaskan mengenai 

satuan reserse kriminal dan sub bab kedua menjelaskan mengenai proses 

penegakan hukum tindak pidana praktik medis ilegal. 
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Bab keempat berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Dalam 

bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama yakni tindakan 

penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Resor Sleman kepada para pelaku 

tindak praktik medis ilegal yang menyebabkan kematian di Salon Kecantikan 

RD dan sub bab kedua yakni perbaikan metode pengawasan atas ketaatan 

hukum para pelaku usaha salon kecantikan untuk mencegah terjadinya tindak 

pidana praktik medis ilegal di wilayah hukum Sleman.  

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan.  
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisa yang didukung dengan pemaparan hasil 

penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Upaya penanggulangan tindak pidana praktik medis ilegal yang 

menyebabkan kematian di Salon Kecantikan RD oleh Polresta Sleman 

dilakukan melalui upaya represif berupa penyelidikan dan penyidikan 

sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. 

Penanggulangan secara represif tersebut dilakukan sebagai respon atas 

terjadinya tindak pidana yang dipicu oleh lemahnya sistem pengawasan 

administratif oleh instansi terkait. Dalam pelaksanaanya, tindakan 

tersebut dianalisis menggunakan teori pemidanaan gabungan yang 

mengadopsi teori pembalasan (absolut) dan teori tujuan (relatif). 

Penerapan teori pembalasan tercemin dari penetapan dan penerapan 

pasal yang berbeda terhadap masing-masing tersangka berdasarkan 

tingkat kesalahan dan peran yang dilakukan. Dimana Tersangka S 

dikenakan Pasal 359 KUHP atau Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Tersangka E dikenakan Pasal 359 

KUHP atau Pasal 440 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 

tentang Kesehatan. Sementara itu,  penerapan teori relatif terlihat dari 

respon cepat penyelidik dan penyidik pada proses penyelidikan dan 

penyidikan, yang dari respon cepat tersebut memberikan efek jera 
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kepada pelaku sekaligus mencegah terulangnya praktik medis ilegal di 

wilayah Sleman. 

2. Evaluasi terhadap metode pengawasan atas ketaatan hukum pelaku 

usaha salon kecantikan di wilayah Sleman menunjukan bahwa 

pengawasan yang dilakukan sebelum tindak pidana terjadi belum 

berjalan secara optimal. Lemahnya pengawasan tersebut tercermin dari 

masih ditemukannya salon kecantikan yang melampaui kewenangan 

izin usaha dengan menyelenggarakan tindakan medis tanpa memiliki 

legalitas dan kompetensi yang sah. Menyikapi kondisi tersebut, Polresta 

Sleman melakukan upaya penanggulangan melalui kebijakan kriminal 

non penal berupa langkah pre-emtif dan preventif, antara lain dengan 

peningkatan koordinasi lintas instansi, penyuluhan hukum kepada 

pelaku usaha salon kecantikan, serta penguatan pengawasan terhadap 

perizinan dan penggunaan alat maupun bahan medis.  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang 

akan penulis sampaikan, yaitu :  

1. Bagi Instansi Kepolisian, selaku aparat penegak hukum. Disarankan 

untuk menambah pelatihan ataupun seminar secara khusus bagi 

penyidik mengenai kejahatan dibidang kesehatan. Hal ini untuk 

mengantisipasi jika terdapat kompleksitas kasus serupa di masa depan. 

Selain itu, kepolisian dapat memanfaatkan platform digital untuk 
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menyebarluaskan informasi mengenai ciri-ciri praktik medis ilegal dan 

tips memilih layanan kecantikan yang aman.  

2. Bagi pemerintah daerah dan instansi terkait yaitu Dinas Pariwisata, 

Dinas Kesehatan dan BPOM agar lebih memperketat pengawasan dan 

penerbitan izin dengan melakukan kunjungan dadakan terhadap salon 

dan klinik kecantikan untuk memastikan kepatuhan berdasarkan standar 

operasional. Selain itu, diperlukan adanya sosialisasi mengenai 

perbedaan tegas antara salon kecantikan dan klinik kecantikan, serta 

kewenangan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang melakukan 

praktik.   
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